
    

 

 

 

  

 

 

PROPINSI BANTEN 

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG 

NOMOR  33 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI  PANDEGLANG, 

Menimbang      : a. bahwa dalam rangka efektifitas penanganan penyebaran 
COVID-19 di Kabupaten Pandeglang, serta untuk 
memenuhi ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, 
Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa 
Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Bersama Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 119/2813/SJ dan 
Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan 
Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli 
Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 tentang 
Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau 
Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak 
Menyampaikan Laporan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
perlu dilakukan penyesuaian kembali Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa 
ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 70 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Bupati Pandeglang Nomor 29 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

 



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020; 

Mengingat       : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4828); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 34); 

20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020  tentang 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah 
dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas  Keputusan Presiden Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19); 



22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 
tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Tahun Anggaran 
2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus 
Disease (COVID-19); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 
2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pandeglang Tahun 2019 Nomor 7); 

29. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 tahun 2020 
tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/ 
Kota untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 Beserta 
Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Banten 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Banten Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 tahun 2020 
tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/ 
Kota untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 Beserta 
Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat di Provinsi 
Banten; 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta 
Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 
dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 
Perekonomian Nasional; 



 

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/ 
Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel 
Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang 
dapat menimbulkan Wabah dan Upaya 
Penanggulangannya; 

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 
tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum 
dan/atau Dana Bagi Hasil Terhadap Pemerintah Daerah 
yang Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

6. Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 
Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan 
Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona 
(COVID-19); 

7. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dalam rangka Penanganan COVID-19; 

8. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
dalam rangka Penanganan COVID-19; 

9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/2436/SJ 
tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.440/2693/SJ; 

10. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan 
Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/ 
Kota untuk Penanganan Penyebaran COVID-19 beserta 
Dampak Ekonominya bagi Masyarakat di Propinsi 
Banten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 
Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan 
Kabupaten/Kota untuk Penanganan Penyebaran                 
COVID-19 beserta Dampak Ekonominya bagi Masyarakat 
di Propinsi Banten; 

12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114- 
Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa 
Covid-19 di Wilayah Propinsi Banten; 

13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.135- 
Huk/2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang 
Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Sepropinsi 
Banten Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan 
COVID-19; 



 

14. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Pandeglang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 

15. Surat Menteri Keuangan Nomor S-239/MK.02/2020 Hal.: 
Insentif Bulanan dan Santunan Kematian Bagi Tenaga 
Kesehatan yang menangani COVID-19; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 72 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 72) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 
29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pandeglang 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 
Nomor 29) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
semula berjumlah Rp2.753.199.595.973,94 bertambah sejumlah 
Rp77.524.111.000,00 sehingga menjadi Rp2.830.723.706.973,94 dengan rincian 
sebagai berikut: 

a. Pendapatan  

1. Semula      Rp2.665.577.400.926,00 

2. Bertambah/(berkurang)    Rp77.524.111.000,00        (+) 

Jumlah Pendapatan setelah  
perubahan                Rp2.743.101.511.926,00 

b. Belanja  

1. Semula      Rp2.753.199.595.973,94 

2. Bertambah/(berkurang)    Rp77.524.111.000,00         (+) 

    Jumlah Belanja setelah perubahan  Rp2.830.723.706.973,94    (-) 

    Surplus/(Defisit) setelah perubahan  Rp(87.622.195.047,94) 

 



c. Pembiayaan: 

1. Penerimaan: 

1) Semula      Rp93.622.195.047,94 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp0                                  (+) 

     Jumlah Penerimaan setelah  
     perubahan     Rp93.622.195.047,94 

2. Pengeluaran: 

1) Semula      Rp0,00 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp0,00                             (+) 

Jumlah Pengeluaran setelah  
perubahan      Rp0,00                             (-) 

Jumlah Pembiayaan neto setelah  
perubahan      Rp93.622.195.047,94 

 Sisa lebih pembiayaaan anggaran  
setelah perubahan    Rp0,00 

  

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  2 

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut 
dalam Lampiran sebagai berikut: 

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Hibah; dan 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 
Bantuan Sosial. 

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat 
Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang. 

 

Ditetapkan di Pandeglang 

pada tanggal  2 Juni 2020 

BUPATI  PANDEGLANG, 

 

Cap/ttd 

 

IRNA NARULITA 

 

 

Diundangkan di Pandeglang 

pada tanggal  2 Juni 2020 20 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, 

 

        Cap/ttd 

  

  

PERY HASANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR  33 


